WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 1g TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang

Mengingal

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

. bahwa dengan telah berakhirnya status tanggap darurat

penanggulangan bencana banjir, tanah longsor dan angin
puting beliung, berdampak pada kerusakan sarana dan
prasarana schingga perlu dilakukan pemulihan
penanganan bencana;

. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan

Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

906/2106/Keuda tanggal 22 Maret 2021 Hal Hasil
Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah Terkait DAK Non Fisik Jenis Dana Ketahanan Pangan
dan Pertanian TA. 2021 dan Surat Direktur Jenderal Bina
Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor : 906/3017/keuda tanggal 28 April 2021
Hal Hasil Inventasrisasi dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah Terkait DAK Non Fisik Bidang Kesehatan
dan DAK Non Fisik Dana Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dan
Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan
Kesetaraan TA. 2021.

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan hurul b, perlu menectapkan Peraturan
Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali
Kota Banjarbaru Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran
2021;

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kotamadya Daerah Tingkat Il Banjarbaru (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 1999 Nomor <43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822),

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049),

Undang-Undang Nomeor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tenetang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daecrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028};

Peraturan Pemerintah Nemor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Noemor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 5155);
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614),

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonasia Nomor 4693);

. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 888);
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Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/
PMK.07/ 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan
Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan Dampaknya;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana
Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Keschatan Tahun Anggaran

2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
403);

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2021 (Lembaran Dacrah Kota Banjarbaru Tahun
2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 76 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
(Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 Nomor 76) sebagaimana telah diubah
dengan :

1. Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Wali Kota Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjarbaru
Tahun 2021 Nomor 7);

. Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (berita Daerah Kota
Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

semula

berjumlah Rp1.052.743.917.415,00 bertambah sejumlah

Rp6.338.160.781,00 sehingga menjadi Rp Rpl1.059.082.078.196,00 dengan
rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah sejumlah

l.
2.

Semula

Bertambah/ (Berkurang)

Rp1.046.096,373.200,00
Rp (16.654.374.000, 00)

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp1.029.441.999 260,00
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b. Belanja Daerah Sejumlah
1. Semula Rpl1.052.743.917.415,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp 6.338.160.781,00
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan Rpl.059.082.078.196,00
Surplus/Defisit setelah Perubahan (Rp 29.640.078.936,00)

c. Pembiayaan Daerah :
1. Penerimaan
a) Semula Rp 59.789.412.155,00
b) Bertambah/(Berkurang) Rp 22.992.534.781,00
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp 82.781.946.936,00
2. Pengeluaran
a) Semula Rp 53.141.868.000,00
b) Bertambah/(Berkurang) (Rp 00,00}
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp 53.141.868.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto

Setelah Perubahan Rp 29.640.078.936,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Setelah Perubahan Rp0,00
(2) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a terdiri
dari:
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah
1. Semula Rp 239.943.561.915,00
2. Bertambah/(Berkurang) (Rp 00,00)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Setelah Perubahan Rp 239.943.561.915,00

b. Pendapatan Transfer sejumlah
1. Semula Rp 779.430.442.390,00

2. Bertambah/(Berkurang) (Rp_ (16.654.374.000.00)

Jumlah Dana Perimbangan

Setelah Perubahan Rp 762.776.068.390,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah
1. Semula Rp 26.722.368.955,00
2. Bertambah/(Berkurang) (Rp 00,00)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Setelah Perubahan Rp 26.722.368.955,00

(3) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf a terdin
dari jenis pendapatan:
a. Pendapatan Pajak Daerah sejumlah
1. Semula Rp 123.888.146.000,00
2. Bertambah/(Berkurang) (Rp 00.00}
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp 123.888.146.000,00

b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah
1. Semula Rp 11.060.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang) (Rp ~ 00,00]
Jumlah Retribusi Daerah
Setelah Perubahan Rp 11.060.000.000,00
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c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan scjumlah

1. Semula Rp 7.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp €0,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Setelah Perubahan Rp 7.000.000.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah
1. Semula Rp 97.995.415.915,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp 00.00
Jumlah Lain-lain Pendapatan asli Daerah yng sah
Setelah Perubahan Rp 97.995.415.915,00

(4) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari
jenis pendapatan :
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sejumlah
1. Semula Rp 680.828.878.000,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp (16.654.374.000,00)
Jumlah Pendapatan Transfer

Setelah Perubahan Rp 664.174.504.000,00
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sejumlah
1. Semula Rp 98.601.564.390,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp 00,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah
Setelah Perubahan Rp 98.601.564.390

(5) Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pendapatan Hibah sejumlah

1. Semula Rp 26.722.368.955,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp 00,00
Jumlah Pendapatan Hibah
Setelah Perubahan Rp 26.722.368.955

(6) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri darn :
a. Belanja Operasi sejumlah
1. Semula Rp 824.537.036.196,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp 19.017.319.716.00
Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan Rp 843.554.355.912,00

b. Belanja Modal sejumlah
1. Semula Rp 223.206.881.219,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp (12.679.158.935.00)
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp 210.527.722.284,00

c. Belanja Tidak Terduga sejumlah
1. Semula Rp 5.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp 00,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga
Setelah Perubahan Rp 5.000.000.000,00
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(7) Belanja Operasi scbagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdiri dari jenis

belanja :
a. Belanja Pegawai sejumlah
1. Semula Rp 449.034.229.849,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp 3.456.206.156 ,00
Jumlah Belanja Pegawali
Setelah Perubahan Rp 452.490.436.005,00
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah
1. Semula Rp 352.184.460.926,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp 13.746.153.560,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa
Setelah Perubahan Rp 365.930.614.486,00
c. Belanja Bunga sejumlah
1. Semula Rp 5.512.137.700,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp 00,00

Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan Rp 5.512. 137.700,00

d. Belanja Hibah sejumlah
1. Semula Rp 11.987.680.619,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp 00,00

Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan Rp 11.987.680.619,00

e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah

1. Semula Rp 5.818.527.102,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp 1.814.960.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial
Setelah Perubahan Rp 7.633.487.102,00
(8) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdiri dari jenis
belanja :
a. Belanja Modal Tanah sejumlah
1. Semula Rp 450.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp 00,00
Jumlah Belanja Modal Tanah
Setelah Perubahan Rp 450.000.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah
1. Semula Rp 42.632.166.190,00
2. Bertambah/(Berkurang) (Rp (4.130.029.075,00)
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Setelah Perubahan Rp 38.502.137.115,00
¢. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sejumlah
1. Semula Rp 48.647.296.489,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp (1.527.982.560,00]
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Setelah Perubahan Rp 47.119.313.929,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sejumlah

1. Semula Rp 126.066.772.792,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp (7.015.127.300,00)
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Setelah Perubahan Rp 1 19.051.645.492,00
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c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sejumlah

1. Semula Rp 5.410.645.748,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp (6.020.000,00)

Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Setelah Perubahan

Rp 5.404.625.748,00

(9) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c terdiri
dari jenis belanja :
a. Belanja Tidak Terduga sejumlah
1. Semula Rp 5.000.000.000,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp 00,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga
Setelah Perubahan Rp 5.000.000.000,00

(10) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :

a. Penerimaan
1. Semula Rp 59.789.412.155,00

2. Bertambah / (Berkurang) Rp 22.992.534.781,00
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp 82.781.946.936,00

b. Pengeluaran sejumlah
1. Semula Rp 53.141.868.000,00

2. Bertambah / (Berkurang) Rp 00,00
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp 53.141.868.000,00

(11) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a terdiri dari jenis

pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)
sejumlah
1. Semula Rp 59.789.412.155,00

2. Bertambah / (Berkurang) Rp 22.992.534.781,00
Jumlah SiLPA Setelah Perubahan Rp 82.781.946.936,00

(12) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b terdiri dari jenis
pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah segjumlah
1. Semula Rp 10.000,000.000,00
2. Bertambah / (Berkurang) Rp 00,00
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
Setelah Perubahan Rp 10.000.000.000,00

b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sejumlah
1. Semula Rp 43.141.868.000,00

2. Bertambah / (Berkurang) Rp 00,00
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
Setelah Perubahan Rp 43.141.868.000,00
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Pasal Il
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali
Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kota Banjarbaru.
Ditetapkan di Banjarbaru

pada tanggal -4 Mel 2021

WALI ( JARBARU,

M. ADIYYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 74 lei 2021

Fk;hws DAERAH,

::-x:f& ABDULLAH

HBERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2021 NOMOR o
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